I




ABSTRAK

Rawati  Gustika, 06193001, skripsi dengan  judul Akuntabilitas Dan
Transparansi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2009, Studi  tentanp: Akuntabilitas Dan  TFransparansi Pengelolaan
Pendapatan Asli Dacrah Dalam Sektor Pajak Sarang Burung Walet, Retribusi
Biaya Pemotongan Hewan Dan Penjualan Hasil Prekebunan. Sebagai Pembimbing 1
Arnaldi, SE. MSI dan Pembimbing 11 Doni Hendrik, SIP, M.Soc, SC.

Implementasi dari good governance tidak hanva dilaksanakan di tingkat
pusat, tetapi juga dilaksanakan di pemerintahan lokal. Dalam hal ini, keberhasilan
dari konsep good governance adalah membuat suatu pemerintah bekerja lebih
kondusif dan baik. Kemudian untuk melihat pelaksanaan  konsep pood
governance di dacrah Kabupaten Pasaman Barat berjalan atau tidak. Untuk itu
kita dapat melihat dari dua indikator dalam prinsip good governance, vaim
akuntahilitas dan transparansi. Dalam hal ini dikaitkan dengan tiga sektor, vaitu
sektor pajak sarang burung walet, retribusi biaya pemotongan hewan dan
penjualan hasil perkebunan.

Penelitian ini menggunakan prinsip good governance (penelitian hanya
difokuskan pada dua indikator dari sembilan prinsip good governance) khususnya
prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif.. Data dikumpulkan dengan teknik
wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan dengan pemilihan
informan secara sengaja (Purposive Sampling). Unit analisis adalah institusi atau
lembaga vang terkait dengan masalah penelitian, yaitu DPRD Kabupaten Pasaman
Barat, Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten
Pasaman Barat, Kantor Dupati Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Perkebunan
Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Peternakan dan Inspektorat Kabupaten Pasaman
Barat untuk melakukan uji keabsahan data {triangulasi) untuk mengecek balik
derajat kepercayaan suatu informasi vang didapatkan.

Dari penelitian ini diketahui balwa proses pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sckior pajuk sarang
burung walet, retribusi biaya pemotongan hewan dan penjualan hasil perkebunan masih
rendah di Kabupaten Pasaman Bearat Tahun 2009, Hal ini terjadi, karena masih
kurangnya kerjasama dan sosialiasasi antara masyvarakat, sckior swasta dan
pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana yang ada, belum memiliki standar
operasional vang jelas dan belum memiliki aturan hukum vang kuoal. Jadi untuk
mengatasi semua ity diharapkan adanya kerjasama antara pemeriniah, masyarakat
maupun sektor swasta, membuat aturan hukum vang jelas, meningkatkan sarana
dan prasarana vang kurang, menetapkan standar operasional. guna mencapai
terlaksananya prinsip akuntabilitas dan transparansi vang baik dan efisien di
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009,

Kata kunci : Good Governagnce, Alkuntabilitas, Transparansi




BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarnya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah vang di
ganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan dacrah, telah memberi
kesempatan vang luas bagi daerah untuk mengurus rumah tangganva sendiri
sesual dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.

Salah satu isu vang banyak dibahas dalam era otonomi daerah adalah
termasuk masalah good govermance’ (pemerintahan vang baik). Dalam
pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah Indonesia, muncul beberapa
kecenderungan yang menyedihkan, wyaitu: (1) kuatnya semangat memungut
retribusi, pajak, maupun pungutan lainnya, namun kurang diimbangi dengan
peningkatan pelayanan publik secara optimal; (2) rendahnya akuntabilitas dan
transparansi pemerintah daerah maupun DPRD?.

Pemahaman umum tentang good governance (pemerintahan yang baik)
mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin populer pada
era tahun 2000-an, Geod governance (pemerintahan yang baik) dikatakan sebagai

=12 pemerintahan, maksudnya adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik

Cood  governance merupakan  proses  penyelengparaan  pemerintahan yang  solid  dan
Ser=ngoungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian yang konstrultif di
s=t=ra pilar negara, sektor swasta dan masyarakat sipil. Sjahmunir AM, SH, dkk. Pemerintah
Nazari Dan Tanah Ulayat. Andalas University Press. Padang, 2006. hal. 56

© Miodmsiad Kuncoro. Otonomi Dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi
Diz= Peluang. Erlangga. Jakarta. 2004 hal. 258




dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat’. Tata
pemerintahan  mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga
dimana warga negara dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan
kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan
menjembatani perbedaan-perbedaan yang terjadi,

Dalam good governance (pemerintahan vang baik) proses akuntabilitas®
dan tr:ams;::larm:nsi5 merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama
yang dihadapi pemerintah dan pegawal negeri. Akuntabilitas berada dalam ilmu
sosial yang menyangkut berbagail cabang ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi,
administrasi. politik, perilaku dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat
terkait dengan sikap dan semangat perlanggungjawaban seseorang. Akuntabilitas
secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan vang berupa mandat/amanah yang
diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya
dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana
pendukung vang ada. Sedangkan transparansi adalah terbukanya akses bagi
seluruh masyarakat terhadap semua informasi vang terkait dengan segala kegiatan

vang mencakup keseluruhan proses pemerintahan melalui suatu manajemen

Dokumen Kebijakan UNDP : Tate Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia
Zerkelanjutan ¥, Talam Buletin Informasi Program Kemitraan Untuk Pembaharuan Tata
Femerintahan Di Indonesia Tahun 2000

* Sgontzhilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
tec=calan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
—==lui suatuy media pertanggungjawaban vang dilaksanakan secara perindik, Agus Dwiyanto.
Vewwiudkan Good Governance Dalam Pelavanan Publik. Gajah Mada University Press,
¥ozvakarta. 2005

" Tma=scaransi adalah terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informesi yang
===t dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan proesnya melalui suatn manajemen

=== informasi publik.




BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

V1. 1 Kesimpulan

Vil

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal,

1.

Pemerintah  Kabupaten  Pasamian  Barat  Tahun 2009 dalam

melaksanakan prinsip good governance. khususnya upaya pelaksanaan

prinsip akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dalam sektor pajak sarang burung walet, retribusi biaya pemotongan
hewan dan penjualan hasil perkebunan belum terlaksana dengan baik.
Hal ini terjadi karena tidak adanya peraturan dan komitmen vang jelas
vang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam proses
pelaksanaan good governance tersebur, khususnya dalam memberikan
pertanggungjawaban  kebijakan wang  dibuat kepada masyarakat,
penetapan aturan hukum vang jelas dalam memberikan sanksi serta
masih kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat

maupun pihak swasta,

2. Dalam proses pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) sektor pajak sarang burung walet, retribusi hiava

pemotongan hewan dan penjualan hasil perkcbunan di Kabupaten

Pasaman Barat Tahun 2009 juga belum terlaksana. Karena kurangnya
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